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NOMOR SOP  148/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

15 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Pengelolaan Gratifikasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

2. Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 04 Tahun 2012 tentang
organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Peraturan Sekretrariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi No. 1.1 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia

5. Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi No. 26.10
Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana
Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

6. Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Biro Perencanaan

1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor

2. Anggota Unit Pengendali Gratifikasi Mahkamah
Konstitusi

3. Memahami Peraturan Tentang Gratifikasi



 
dan Pengawasan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Tiugas
2. Peraturan Tentang Gratifikasi
3. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP Ini disimpan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop23835388402211104032915
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NOMOR SOP  142/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

17 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Benturan Kepentingan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Pasal 57 ayat (1).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum
Penanganan Benturan Kepentingan.

4. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 52
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Peningkatan Disiplin Pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015
tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.
3. Memahami peraturan tentang Benturan

Kepentingan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Tugas
2. Peraturan tentang Benturan Kepentingan



 
3. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini merupakan salah satu upaya
pemberantasan Korupsi di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

SOP ini diarsipkan secara digital

Digital Signature 
sop179036595302211104032704
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NOMOR SOP  139/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

18 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP Monitoring Pengadan Barang dan
Jasa

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor

2.  
3. Memiliki kemampuan menganalisa dengan baik.
4. Memahami proses pengadaan barang dan jasa

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas 1. Surat Tugas
2. Peraturan tentang pengadaan Barang dan Jasa
3. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP Ini disimoan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop110935006002211104032534
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NOMOR SOP  151/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Penyusunan Laporan
Pengelolaan Gratifikasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

2. Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikas

3. tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi Peraturan Sekretaris
Jenderal MK Nomor 04 Tahun 2012
tentang organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Peraturan Sekretrariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi No. 1.1 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia

5. Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi No. 26.10
Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana
Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor

2. Memahami Peraturan Tentang Gratifikasi
3. Merupakan bagian dari Unit Pengendali Gratifikasi

Mahkamah Konstitusi



 
6. dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi Rencana Kerja Tahunan
dan Penetapan Kinerja Biro
Perencanaan dan Pengawasa

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelaporan Gratifikasi 1. Surat Tugas
2. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di dalam SOP ini terlambat
atau tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
penanganan penerimaan pelaporan
gratifikasi akan tertunda.

SOP ini disimpan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop206512736002211104033023
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NOMOR SOP  154/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

24 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Whistle Blowing System

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik.

2. Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagi Instansi Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerinta

4. Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagi Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

6. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor

2. Bagian dari Tim Pengaduan Masyarakat
Mahkamah Konstitusi

3. Memahami peraturan tentang Whistle Blowing
System

4. Mampu menjaga Kerahasiaan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengaduan Masyarakat 1. Surat Tugas



 
2. Aplikasi Whistle Blowing System
3. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di dalam SOP ini terlambat
atau tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
penanganan pengaduan akan terhambat
atau tidak dapat dilakukan.

SOP ini disimpan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop249740412302211104033121
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NOMOR SOP  145/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Pelaksanaan Audit

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
3. Mampu bekerjasama dalam tim
4. Mampu melakukan pengolahan data
5. Teliti dan cermat

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas 1. Surat Tugas Pelaksanaan Audit
2. Kertas Kerja Audit
3. Data/ Bahan Audit
4. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini disimpan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop14439729802211104032811
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NOMOR SOP  152/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

11 September 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Penyusunan Pedoman
Pengawasan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang dan Sekretariat
Jenderal

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3.  Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

4. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

5. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor

2. Memahami peraturan bidang pengawasan
3. Memiliki kemampuan analisa yang baik.
4. Mampu berkoordinasi dengan baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas 1. Surat Tugas
2. Bahan /referensi terkait
3. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini disimpan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop151484846402211104033042
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NOMOR SOP  153/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

07 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP penyusunan Surat Tugas
Inspektorat

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. peraturan presiden nomor 65 tahun
2017 tentang kepaniteraan dan
sekretariat jenderal mahkmah
konstitusi

2. peraturan pemerintah nomor 60 tahun
2008 tentang SPIP

1. memiliki kemampuan melaksanakan tat kelola
administrasi

2. ketelitian
3. mampu berkomunikasi dengan baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. komputer
2. printer
3. scan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

apabila SOP ini tidak dilaksakan maka akan
menghambat pelaksanaan tugas yang lain

dokumen ini disimpan dalam bentuk arsip digital

Digital Signature 
sop280056584902211104033101
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NOMOR SOP  147/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

08 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Pengawasan Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilu
Kepala Daerah

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang – Undang RI Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme

2. Undang - Undang RI Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
dengan Satu Pasangan Calon

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal
Penanganan Perkara Perselisihan

1. memiliki pengetahuan tentang tata cara
pengawasan

2. Berintegritas
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
4. Mampu bekerja sama dalam tim
5. mampu melakukan pengolahan data sederhana
6. teliti dan cermat



 
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota

7. Peraturan Ketua Mahkamah Kontitusi
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Dalam Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota

8. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor
004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode
Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah
Konstitusi

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
13 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi Tata Kerja di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
4.1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengawasan Dukungan Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota

11. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Tugas
2. perlengkapan komputer, printer dan scaner
3. Aplikasi yang terkait dalam kegiatan penanganan

perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah

4. Akses CCTV
5. perlengkapan pengawasan lainya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dijalankan akan
menghambat kegiatan lainnya

SOP ini disimpan dalam bentuk dokumen digital

Digital Signature 
sop180527588702211104032855
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NOMOR SOP  146/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

12 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Pelaksanaan Review

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. Telah memeilioki sertifikasi auditor
2. Memiliki kemampuan menganalisa dengan baik.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan

berkoordinasi dengan baik.
4. Memiliki pengetahuan di bidang pengawasan
5. Teliti dan Cermat

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas 1. Surat Tugas
2. Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen ini disimpan dalam bentuk digital

Digital Signature 
sop274545889002211104032832
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NOMOR SOP  144/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

12 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. Memiliki Sertifikasi Auditor
2. Memiliki pengetahuan di bidang pengawasan.
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
4. Teliti dan Cermat

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas
2. SOP Penyusunan Ruang Lingkup

1. Surat Tugas
2. Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

dokumen ini disimoan dalam bentuk dokumen digital

Digital Signature 
sop12454097402211104032748
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NOMOR SOP  150/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

13 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN DAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1.  Memiliki kemampuan pengolahan data
sederhana.

2.  Memiliki pengetahuan di bidang pengawasan.
3. Teliti dan cermat.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas 1. Surat Tugas
2. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner
3. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak terlaksana, maka Disimpan sebagai dokumen elektronik



 
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Digital Signature 
sop35083171702211104032958
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NOMOR SOP  143/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

22 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP KETERBATASAN AKSES
TERHADAP RUANG LINGKUP
PENGAWASAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Memiliki pengetahuan di bidang pengawasan.
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan

berkomunikasi dengan baik
4. Teliti dan Cerma

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. PKPT
2. Surat Tugas
3. ATK
4. Komputer, Printer, Scanner dan Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak terlaksana, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop306281335902211104032726
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NOMOR SOP  149/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

20 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP PENYUSUNAN IKHTISAR
HASIL PENGAWASAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Standar Audit Intern Pemerintah -
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat

6. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. memiliki pengetahuan di bidang pengawasan
2. mampu melakukan pengolahan data sederhana
3. teliti dan cermat

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Surat Tugas
2. SOP Akses Ruang Lingkup
3. SOP Monitoring Tindaklanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan

1. Surat Tugas
2. ATK
3. Komputer, Printer, Scanner dan Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



 
Apabila SOP ini tidak terlaksana, maka
kegiatan lainnya dapat terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop100680483002211104032935
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NOMOR SOP  155/SOP/2900/11/2021

TGL.
PEMBUATAN

27 Oktober 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 04 November 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR

NAMA SOP SOP Pengelolaan Administrasi
Inspektorat

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitus

4. Peraturan dan Perundang-Undangan
Terkait

1. Mempunyai pengetahuan tentang tata kelola
administrasi pemerintahan

2. Cermat, teliti dan bertanggung jawab
3. mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner
2. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan di dalam SOP ini terlambat
atau tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
kegiatan lainnya dapat tergangu.

Disimpan sebagai data elektronik

Digital Signature 
sop304551009102211104033140
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